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BUPATI I(ARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BU PATI KARANGANYAR

NOMOR 1 14 TAHUN 2016

'fI'NTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH

DIINCiAN IRAIIMA'f TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIRANGANYAR,

Menimbang bahwa untuk melarlcsanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Badan Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang

Mengingat

Pembentnl<i.rn Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20II
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);
Undang-Undang Nomor 5 Tahurr 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2074 Nomor 6, 'lambahan Lembaran Negara Repr-rblik
Indonesia Nonror 5a9a);
Urrdang-Undang Nomor 23 'lahun 2OI4 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahr-rn 2015 terrtang Pembahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tairurr 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Inclonesia Norrror' 5679);
Peraturan l)cnrcrintah Nomor 18 Tahun 2016 Lcntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nornor l14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesitr Nomor 5887);
Peraturan Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar 'l'lrhurr 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar Nomor l6).

3.

4.

5,

6.



Menetapkan PERATURAN BUPATI
ORGANISASI, TUGAS,
I(EUANGAN DAERAH

a,
b.

MEMUTUSI(AN :

TENTANG I(EDUDUKAN, SUSUNAN
FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratururrr Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adirlirh Kabupaten Karanganyar
2. Pemcrintalr Dacrah adalah Bupati sebagai unstlr

pcnyelenggaril Pcme rintahan Daerah yang me mimpin
pelaksanaarn Llrusar-r pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Karangany:rr;
5. Badan Keuzrngan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Kerranganyar;
6, I(epala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah

Kabupatcn Iier ra n ganyar;
7, Unit Pelarksana Teknis Badan yang selanjutnya drsingkilt

UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur
teknis penrrnjang tertentu Badan Keuangan Daerah;

8. Jabatan lrungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi c!an tugas berkaitan dengan pelayanan
l'ungsionirl 1'ang berdasarkan pada keahlian dan
l<c:tcrampi lirn tertcntu.

BAB II
I{EDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3
(1) susunan organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan;
Sekretariat, terdiri dari :

1, Sub Bagian Perencanaan;
2, Sub Bagian Keuangan; dan

(1)

(2)

c.

d.

3, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
Bidang Pendataan, pengolahan dan penetapan
terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan pendataan;
2, Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan

Ekstensifikasi; dan
3. Sub Bidang Penetapan.
Bidarrg Penagihan, Keberatan dan pemeriksaan
Pajak terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan;
2, Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan3, Sub Bidang pemeriksaan,



e. Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penlrusunan
Anggaran; dan

2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Kas Daerah.

g. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1. Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan dan
Informasi Keuangan; dan

2. Sub Bidang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban.

h. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendata.an Aset Daerah;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset

Daerah; dan
3. Sub Bidang Penghapusan dan

Pemindahtanganan Aset Daerah.
i. UPTB;
j. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisal'rkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUCiAS DAN FUNGSI

Bagian I(esatu
Kepala Badan

Pasal 4
I(epala Badan Iieuangan Daerah mempunyai tugas membant.u
Bupati dalam rnelaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan cli bidang keuangan daerah.

Pasal 5
Dalam melaksau-rzrkarn tugas sebagaimana dimaksud dalam
Paserl 4, Kepala Bndan mempunyai fungsi :

ru. penyuslllrirn kebijakan teknis bidang keuangan Daerah ;

b. pclal<sanrrirrr l<cbijerkan teknis bidang keuangan Daerah;
(:. l)(:lllit,ltLatrirr-t, cvtrluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan Lcknis di bidang keuangan Daerah;
d, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

Urusan pcmerintahan bidang keuangan Daerah;
e. pelaksanaan iungsi kesekretariatan Badan; dan
f, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6
(1) sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l)

huruf b adalah unsur pembantu Kepala Badan,
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



Pasal 7
Sekretaris mcrnltunyai tugas melakukan perumusan rencana
dan pclaksanairr-r kcbijakan, pengkoordinasian, pemantauan,
cvirlrrirsi, pclirpor'€'ln meliputi pembinaan ketatausahaan,
l<cutangan, rrst:t, kcrumahtanggan, kerjasama, kearsipan,
dcll<unren keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,
l<c1>cgawaian, pclayanan administrasi.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai lungsi:
a. pengkoordinasian kegiatan;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program

kerja;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan
kepegawaian;

d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana;

e, pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. pengkoordinasianpelaksanaansistempengendalianintern
pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan lirrgl<up tugasnya;

i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Pasal 9
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1),

terdiri dari :

€1. Sub Bagian Pcrencanaan;
b. Sub [3Lrgian Kcuangan; dan
c, Sub Bagi:rn Urrrum dan Kepegawaian

(2) Sub Bagian sebergaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Iieperla Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10
Kepala sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (t) hurn-rf a mempunyai tLlgas menyiapkan bahan
perumusan, dan pclaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pcrerlcanaan program kerja, informasi dan
l<ehumasun,

pasal 1 I
sub Bngian l(euangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
aya[ (l) hun-rl' b mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahirn perunrlrsan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
cvuluasi dan pclt,rl)orall bidang pengelolaan keuangan dan aset.



Pasal 12
Sub Bagian Unrun-r clan I(epegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayert (l ) huruf c mempunyai tugas penyiapan
bahan perumLlsarl, pclaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum,
kerumahtanggaan, kt:arsipan, dokumen keorganisasian,
ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian,

Bagian Ketiga
Kepala Bidarng Pcndataan, Pengolahan dan Penetapan

Pasal l3
(1) Bidang Penclataan, Pengolahan dan Penetapan merupakan

pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan,
pengolahan dan penetapan pendapatan.

(2) 13idang Pcrrdartaan, Pengolahan dan Penctapan dipimpin
olch Kepalir Bidarng, berada di bawah dan berternggung
jawab keparla Kepala Badan.

Pasal 14
Kcpaler Bidairrg Pendataan, Pengolahan dan Penetapan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai
tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, cverluarsi dan 1:claporan perencanaarr di bidang
pendataan, pcngolahan dan penetapan pendapatan.

Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan dan
Penetapan, mempunyai fungsi :

a. pelaksnaan kebijakan teknis bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensilikasi, ekstensifikasi
dan dan penctapan pendapatan;

b. pelaksanaan program kerja bidang pendaftaran, pendataan,
pengolahan data, intensifikasi, ekstensilikasi dan dan
penetapan pcndapatan;

c. pengelolaan Program kerja bidang pendaftaran, pendataan,
pengolahan data, intensilikasi, ekstensilikasi dan dan
penetapan pendapatan;

d. pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan,
pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi dan dan
penetapan pendapatan;

e. pemantauan dan Pengendalian di bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi
dan dan penetapan pendapatan; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16
(1) Bidang Pendataan, Pengolahan dan penetapan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l), terdiri
dari ;

a, Sub Biclang Perrdaftaran darr pendataan;
b, surb Biclirng Pcngolahan Data, Intensifikasi dan

Ekstensifikasi; dan
c. Sub Bidang Penetapan

(2) Sub Bidang se bagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh scorang Kepala sub Bidang yang beradi
dibawah darr bertanggung jawab kepada Kepaia Bictang,



Pasal 17
Kepala sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana
dimaksud dalam Paszrl 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas
penyiapan baharr pcrencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pcltlantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendaftaran clan pcndataan pendapatan,

Pasal 18
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan data,
intensifikasi clarr r:kstcnsifikasi pendapatan daerah,

Pasal 19
Kepala Sub Biclang Pcnetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) hr-rrr-r1'b melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencanaan perunrLrsan dan pelaksanaan kebr.lakan,
pemantauan, cvaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
pendapatan daerah

Bagian Keempat
Kepala Bidang Penagil-ran, Keberatan dan Pemeriksaan pajak

Pasal 20
(1) Bidar-rg Pr:nagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pajak

me rupakan ltelaksana unsur penunjang di bidang
pcnagihan, l<cbcratan dan pemeriksaan pajak.

(2) llirlrrrrg Pcrrirgiharr, Kebcratan dan pemeriksaan dipimpin
oleh Kepala Bidzrng, berada di bawah dan bertanggung
jrrwab kepircla Kepala Badan.

Pasal 21
Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan pemeriksaan pajak
sebagaimana dimaksr-rd dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai
lugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan,
keberatan dan pemeriksaan pajak,

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2L, Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan
Pemeriksaan Pajak, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan, keberatan,
banding dan pemeriksaan pajak;

b, pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan,
banding dan pemeriksaan pajak;

c' pengelolaan Program kerja bidang penagihan, keberatan,
banding dan pemeriksaan pajak;

d, pengkoordinasian penagihan, keberatan, banding dan
pemeriksaan pc{ak;

e. pemantauan iun . Pcngendalian bidang penagihan,
- keberatan, banding dan pemeriksaan pajak; d"anf, pelaksanaan lugas lain sesuai dengan-tugas dan fungsinya.



Pasal 23
(1) Bidang Penagihan, Keberatan dan pemeriksaan pajak

sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :

a. Sub Bidang Penagihan;
b. Sub Bidang Keberatan dan Banding; dan
c. Sub Bidang Pemeriksaan

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24
Kepala Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan
pajak,

Pasal 25
Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas
penyiapan bahar-r perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penanganan keberatan dan banding.

Pasal 26
Kepala Sub Bidang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1) hr-rn-rf c melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencanaan l)orLln-lusan dan pe laksanaan kebijakan,
pemantauan, cvarluirsi dan pelaporan di bidang penanganan
pemeriksaan piljal<.

Bagian Kelima
I(cpala []idang Anggaran

Pasal 27
(1) Bidang Anggararn rnerupakan pelaksana unsur penunjang

bidang anggaran.
(2) Bidang Anggararr dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di

bawal-r dan ltt:r-tiutggultg jawab kepada Kepalzr Baclan

Pasal 28
Kepala Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal
27 ayat (2) rrl(impurlyar tugas perencanaan perllmusan dan
l)0lnl(silnaan kcbijul<an, pemantauan, evaluasi dan
pclilpornn biclang Anggaran,

Pasal 29
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, Kepala Bidang Anggaran, mempunyai fungsi :

a, pelaksanaan kcbrjakan teknis perencanaan, penyusunan
dan pengendalinn anggaran keuangan daerah;

b. penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan dan
pengendalian anggaran keuangan daerah;

c. pengelolaan Program kerja perencanaan, penyusunan dan
pengenelalian anggaran keuangan daerah;

d, pengkoordinasian perencanaan, penrusunan dan
Denggndalian anesaran kerranean da.cra.h,



e. pemantauan dan pengendalian llerencanaan, pen)'usunan
dan pengendalierr-r anggaran keuangan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lerin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30
(l) Llidang Anggararn scbagaimana dimaksud dalam pasal 27

aryat ( 1 ), tercliri deiri :

ir, Strlt Bidarrg Pcrcncanaan dan Penlrusunan Anggaran; dan
ll. Sult Bidang Pcngcndalian anggaran.

,'2) Srrb l3idcrng scbagaimana dimaksud parda ayat (1), dipimpin
oleh l(epala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung.jarvab kepada Kepala Bidang

Pasal 31
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran

Pasal 32
Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas
penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengendalian anggaran.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Pasal 33
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan
pelaksana Llnsur penunjang bidang perbendaharaan dan
kas daerah
Bidang Perber-rdaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh
Kepala Bidarrg, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan

Pasal 34
Kepala Bidang l)erbendaharaan dan l(as Dacrah scbagaimana
dimaksud darlanr Pasal 33 ayat (2) mempunyii fugers
perencanaan pct'LlmLlsan dan pelaksanaan keltijakan,
pemantauan, cvaluasi dan pelaporan bidang perbendaharaan
dan kas daerah.

Pasal 35
Dalam melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34, Kepala Biclang Perbendiharaan dan Kas Daerah,
mempunyai fungsi :

a, Pelaksanaan kebr3al<an teknis perbendaharaan dan kas
keuangan dacrarh;

b. penyusunar l)r'ogram kerja perbenclaharaa' dan kas
keuangan daerah;

c, pengelolaan Program kerja
kcuangan dacrirh;

perbendaharaan dan kas

ct, pcngkoordinirsiar-r pcrbcnclaharaan clan kas keuangan
rli re rrr h I

(1)

(2)



(1)

(2)

(1)

(2)

e. pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas
keuangan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36
Bidang Perbcnclaharaan dan Kas Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), terdiri dari :

a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
b, Sub Bidang I(as Daerah;
Sub Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang beracla
dibawah dein bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 37
Kepala Sub l3idang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 a1'at (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan
bahan pcrcn(--ilrr irll n llcrllmusan dan pclaksirnaan l<ebr.; akan,
pcmantauiln, cvaluasi dan pelaporan pe rbendaharaan
pctrgclcllaern l<c uarlgan.

Pasal 38
licpalir, Sub Bidar-rg Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencarlaan pcrrumr-lsan dan pelaksanaan kebijakan,
ltcmantauan, cvalurir.si clan ltclaporan pengelolaan kas daerah.

Bagian Ketujuh
I(epala Bidang Akuntansi

Pasal 39
Bidang Akuntansi merupakan pelaksana unsur penunjang
di bidang pengelolaan akuntansi keuangan;
Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 40
Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan di bidang pengelolaan akuntansi
keuangan.

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan akuntansi
keuangan ;

b. penyusunan program
keuangan;

kerja pengelolaan akuntansi

c. pengelolaan Program kerja pengelolaan akuntansi keuangan;
d, pengkoordinnsian pengelolaan akuntansi keuangan;
c. pcmarrtaruan clan pengendalian pengelolaan akuntansi

keuangan; dan
f. pelaksanaan tugils lain sesuai dengan tugas dan fur-rgsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 42
Bidang Al<trnlansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39,
a1'at (1) terdiri clari :

a, Sub Bidang Pembuktran; dar-r
b, Sub Biclang Per-rgelolaan dan Pertanggungjawaban;
Sr,rb Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin olch Kcpala Sub Bidang yang berada dibawah
dan bcrtru.tggultg ja',r'ab l<epadar l(r:pala 13idang.

Pasal 43
Iiepala Sub Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan
perencanaan perulnllsan dan pelaksanaan kebijakan,
pemantaualt, cvalnasi dan 1:clerltoran pengelolaan
pembr-rkuan kcltarn gan.

[)irsarl 44
Iicpirlar Sr-rb L3icli,rrrg l)cngr:loleriln diirr Pertanggr-rngj:rll'aban
sebergerimerner <linrrl<strtl rlirlam Paszrl 1'2 a1,at (1) huruf b
melaksar-rakan tugzrs 1tcrr.yiaparn bahan perencanaan perllmusan
dan pelaksanaan kcbijakan, penlalttauan, evalueisi dan
pelaporan perrgelolarrn clun pertanggnngja',l,aban keuangan.

l:lirgiarr Itedelalxrn
licltirla 13iclang Ast't Dircrerl.t

Pirsal 45
L3idang Asct Dacr:rlt nrcrultirl<an ltclirl<sirnal Lltlsl-tr
pe nunjlrng cli l.liclirng pcngelolaan irsct ditcrirlr.
Bicla'rng Asct Dacrah dipirnpir-r olch Iiclraila Biclang, berada di
lltu'ali clalr lrcrl llrggLlng jau'ab l<r:1'rirclir Iicltirla Ilarlarr

Pasarl 46
lit'pirlir []itlltrrgi Asct I)itcralt scbagirirrranli clintarl<sr-rcl clalam
l'itsrtl '15 rrf ir I (2) lncnrpLutYrri tt-tgas l)cr'('ncalltiuut l)crrLlllLlsalt
tllttt ltclltl<sil)il{ut l<r'ltrjirkan, l)cl'lti-rrrtlruern, cvlrlLliisi dan
1tt:litpot'iur l)el'('nc)iutiriur cli bidarng pc'ngclolaan itsct clae rah.

Pasal 47
Dalanr melaksanal<an tllgers sebargaimirna clirr-raksud dalam
Pasal 46, I(cpala Bidang Aset Ditr:r'ah, mcltyclenggarakan
fungsi :

a. penyusunau program ker.ya bidang l)cngelolaarn aset daerah;
b, pelaksanaan licbijal<an tcknis lticlarrg pcngelolaan aset

dae rah;
c, pengkoordinasian Irerencanaan l:iclang pengelolaan aset

daerah;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan

aset daerah; dan
e. pelaksanaan tugas iain sesuai dengan tLlgas dan fungsinya.

Pasal 48
(l) Bidarrg Asct Dacrah sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 45 ayat (l), terdiri dari :

a, Sub Bidang Per-rdataan Aset Daerah;



b, Sub l3idang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
Daeralt; clan

c. Sub Biclar-rg Penghapusan dern PcminderhLangaur Aset
Daerah

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 49
Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas
penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendataan
aset daerah,

Pasal 50
Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b
melaksanaka-n tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

Pasal 51
Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c
melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang penghapusan dan
pemindahtangar-:an aset daerah.

Bagian Kesembilan
Iiepala UPTB

Parsal 52
(1) Untuk melaksar-rill<an tugas teknis operasional dan/atau

tugas teknis pcr-run.jerng di lingkungan Badan dapat
dibentuk UIyfB.

(2) UFrIB sebagainrana dirnal<sud pacla a),at (i), dipimltin oleh
Kepala yerng trcrarcla di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepiila Badarn.

(3) Ketentuan lcbih lanjut mengenai pembentukan UPTB diatur
dengzur Pcrert uriu-r Bupati tersendiri.

Bagian Kesepuluh
Jaba[an Fungsional

Pasal 53
l(clornllol< Jaba[an Fungsional ditetapkan berdasarkan
pcraturan perundang-undangan.

Pasal 54
(1) Kelompok Jerbatan Irungsional terdiri dari tenaga fungsional

yang te rbagi cl.lam kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Jurnlah jabatan fungsional sebagaimana dimajcsud pada
ayat (l), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beuan
keq'a.



(3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud paclr ervert (2), diatur sesuai peraturan perundang-

undangan.

BAB IV
TATA KBRJA

Pasal 55

KepalaBadar-rlnenyampaikanlaporanhasilpelaksanaan
Llrusalt p€mt:l'intahan kepada Bupati melalui Sekretaris

l)act a lr .

Pasa-l 56

(1) Kepala Badan membuat usulan analisis jabatan, pela

jabatan, annlisis beban kerja, dan uraian tugas kepada

Bupati,
121 nnarisis jabartan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan

uraian tugas ditetapkan oleh Bupati'

Pasal 57

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala sub Bidang dan Kepala. UPTB dalam

*"tk""rrakan tugas menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi.

(21 t<epila Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Sub Bidang dan . Kepala UPTB

-J.kr^ttakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

.

(3) k.p"t^- Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB

*JLuk.unakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 58
(1) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin'

mengoordinasil<an dan memberikan pengarahan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan.

(2\ kepala Baclan melaksakan pengawasan tugas bawahan

dan mengambil iangkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan ketentuatl peraturan perundang-undangan'

Pasal 59

Kepaia Badan wajib menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktLlnya,

Pasal 60
Dalam mclalisanitl<an tugas di wilayah, I(epala Badan wajib
melakukan koorclinatsi clengan Ceimat.

BAB V
I{SIENTUAN LAIN LAIN

Pasal 61

Badan Keuangap Daerah dalam melaksanakan Urusan
Pemeritttahan dittr lr.tgits pembantLlan dcngan Perangkat
Dacrah provirrsi l-lcrsitlrt koordinatif dan fungsional r-rntuk

mensinkronkan pclaksanaan tugas dan fungsi masing-
rnusillg,



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2OI2 tentang Uraian
Tugas dan lrr-rrrgsi Jabatan Struktural pada Dinas
Pcndapatern, l'cngclolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2012 Nomor 76) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nonror 35
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 76 Tahun 2OL2 tentang Uraian Tugas
dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keurrngar-r dan Aset Daerah Kabupaten
Karanganyar (Bcrita daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2016 Nomor 35) clicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 63
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setialt orang mengetahuinya, memerintahkan
pcngunderngall Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dtrcrzrh Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI I(ARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

trd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN IGRANGANYAR TAHUN 2OL6 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
BTARIAT DAERAH

NGANYAR
Hukum,

i11 903 I 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 114 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Bidang
Pendataan, Pengolahan

dan Penetapan

Sub Bidang
Pendaftaran dan

Fendataan

Sub Bidang
Pengolahan Data,
Intcrisifikasi dan

Ekstensifikasi

Sub Bidang
Fenetapan

Sekretariat

Jabatan Fungsional

Sub Bagian
Perencanaan

Sub Bagian
Keuangan

Bidang
Perbendaharaan dan lias

Daerah

Bidang
Akuntansi

Bidang
Penagihan, Keberatan

dan Pemeriksaan Pa.1ak

Biclang
.\nqgaran

Sub Bidang
Pembukuan, Pelaporan

dan Informasi
Keuangan

Sub Bidang
Perbendaharaan

Sub Bidang
Pengelolaan dan

Pertanggungjarvaban

Sub Bidang
Kas Daerah

Sub Bidang
Perencanaan dan

Penyrrsunan Anggaran

Sub Bidang
Pengendalian Anggaran

Sub Bidang
Penagihan

Sub Bidang
Keberatan dan

Banding

Sub Bidang
Perneriksaan

Sub Bagian Umurn
dan Kepegau'aian

Bidang
Aset Daerah

Sub Bidang
Pendataan Aset Dacr:r

Sub Bidang
Pemanfaatan dan
pengamanan Asct

Daerah

Sub Bidang
Penghapusan dan

Pemidahtanganan Aset
Daerah

BUPATI KARANGAI{YAR

ttd

JULIYATMONO


